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PUTRI NIRINA NURUL IMAM (B11112302), Analisis Terhadap Wakaf atas 
Hak Cipta, dibimbing oleh Bapak Ahmadi Miru selaku Pembimbing I dan Bapak 
Hasbir Paserangi selaku Pembimbing II. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan pemegang hak cipta 
terhadap hasil karya cipta yang telah diwakafkan kepada pihak lain dan 
perspektif hukum islam terhadap wakaf atas hak cipta. 
 Dalam penelitian ini Penulis melaksanakan pengumpulan data penelitian 
kepustakaan (library research) yaitu literatur, dokumen-dokumen serta peraturan 
perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan terkait. Selanjutnya 
bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara normatif dengan maksud 
mengolah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder agar menjadi 
sebuah karya ilmiah/skripsi yang terpadu dan sistematis. 
 Berdasarkan analisis hukum terhadap data tersebut, maka Penulis 
berkesimpulan bahwa kedudukan pemegang hak cipta terhadap harta wakaf 
terlepas dari harta milik pencipta atau pemegang hak cipta, hak cipta tersebut 
menjadi amanat Allah SWT kepada orang atau badan hukum untuk mengurus 
dan mengelola harta wakaf tersebut, yang kemanfaatannya hanya berupa hak 
ekonomi dan dinikmati oleh penerima wakaf, sedangkan hak moral tetap berada 
di tangan pemegang hak cipta. Dalam perspektif hukum Islam memandang hak 
cipta bagian dari hak kekayaan intelektual yaitu huquq maliyyah (hak kekayaan) 
yang mendapat perlindungan hukum (mashun), sebagaimana mal (kekayaan) 
dan dapat dijadikan objek akad (al-ma’qud ‘alaih), serta dapat diwakafkan dan 
diwariskan. Dengan demikian, hak cipta merupakan harta benda wakaf sah yang 
manfaat ekonominya diambil dan dinikmati oleh pihak yang ditunjuk (mauquf 
alaih) wakif dalam akta ikrar wakaf. Hal tersebut telah diatur dalam peraturan 
perundang-undangan wakaf dan hak cipta, Fatwa MUI, dan didukung oleh 
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jenjang Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin.  
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B. Latar Belakang Masalah 
 Sejak tahun 2000, wakaf mulai banyak mendapat perhatian di 
Indonesia baik dari praktisi, akademisi maupun pemerintah.1 Objek wakaf 
sebenarnya sangat luas dan tidak terbatas pada jenis tanah seperti yang 
diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang 
Perwakafan Tanah Milik. Oleh sebab itu, terbitnya Undang-Undang No. 41 
Tahun 2004 tentang Wakaf dianggap sangat baik karena undang-undang 
ini mengatur semua jenis harta wakaf baik wakaf yang tidak bergerak 
maupun bergerak.2 
 Berdasarkan undang-undang wakaf yang baru ini wakaf tersebut 
tidak lagi terbatas pada tanah milik saja. Begitu pula dengan jangka waktu 
pemanfaatan wakaf, undang-undang baru ini membenarkan pemanfaatan 
wakaf dalam jangka waktu tertentu walaupun sebaiknya penyerahan 
wakaf itu adalah untuk selamanya.3 
 Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat (3) tentang 
Wakaf ditentukan bahwa benda bergerak sebagaimana dimaksud pada 
                                                          
1 Suhrawardi K. Lubis, 2010, Wakaf dan Pemberdayaan Umat, Sinar Grafika, 
Jakarta, hlm. 34. 
 2 Ibid., hlm.76 
 3 Ibid. 
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Ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena 
dikonsumsi, meliputi: 
a. Uang; 
b. Logam mulia; 
c. Surat berharga; 
d. Kendaraan; 
e. Hak atas kekayaan intelektual; 
f. Hak sewa; dan 
g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 Umat Islam sesuai karakteristik khasnya, akan terus merespon 
setiap perubahan yang terjadi di muka bumi, segenap daya upaya akan 
terus digulirkannya untuk memecahkan berbagai problematika yang 
muncul, tidak lain maksudnya adalah agar setiap pola pikir dan perilaku 
umat Islam tetap berada pada jalur yang benar, jalur yang diridhai Allah 
SWT, yang kemudian merespon atas pelegalan hak kekayaan intelektual 
dapat dijadikan harta wakaf.4 
 Indonesia mengenal hak cipta sebagai bagian penting dalam hak 
kekayaan intelektual, yang mengatur perlindungan berbagai ragam karya 
cipta sejak 1982 dengan konsep hak ekonomi dan hak moral yang 
                                                          
4 Misbahul Anam, DISKURSUS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI 
HARTA WAKAF DALAM PERSPEKTIF, 
http://www.kompasiana.com/anam_1986/diskursus-hak-kekayaan-intelektual-sebagai-
harta-wakaf-dalam-perspekttif-hukum-ekonomi-islam_54f5d43aa33311444f8b4689, 
diakses tanggal 20 September 2015 pukul 11.19. 
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melekat. Hukum hak cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam 
mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut.5 
Dalam upaya memahami hak cipta dapat diawali dengan mengenal 
objeknya, yaitu segala bentuk ciptaan yang bermuatan ilmu pengetahuan, 
berbobot seni, dan bernuansa sastra. 
 Untuk mengetahui hak cipta sebagai harta benda wakaf, terlebih 
dahulu harus dipahami klasifikasi hak cipta sebagai benda di dalam 
hukum. Berdasarkan Pasal 499 BW ditentukan bahwa “Menurut paham 
undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan 
tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.6 
 Permasalahan muncul terkait wakaf atas hak cipta sebagai benda 
bergerak tidak berwujud yang memiliki jangka waktu perlindungan 
membutuhkan analisis terkait kelayakan memasuki definisi harta benda 
wakaf yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Oleh karena kuatnya 
paradigma lama umat Islam dalam pengelolaan wakaf, seperti adanya 
anggapan bahwa wakaf itu milik Allah semata yang tidak boleh diganggu 
tanpa izin Allah. Atas pemahaman itu, banyak tokoh masyarakat atau 
umat Islam tidak merekomendasikan wakaf diberdayakan memiliki fungsi 
sosial yang luas dan tidak terbatas pada ibadah.7 Terkait hal tersebut 
Penulis akan meninjau lebih lanjut terkait perspektif hukum Islam terhadap 
                                                          
5 Adrian Sutedi, 2013, Hak atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 
hlm. 116. 
6 R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 
cet. ke-35, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 157. 
77 Ibid., hlm. 176. 
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sahnya harta benda wakaf berupa hak cipta untuk dimanfaatkan hak 
ekonominya oleh penerima manfaat wakaf. 
Selain itu, wakaf atas hak cipta membutuhkan suatu analisis 
mengenai hak ekonomi dan hak moral dari pencipta kepada penerima 
harta benda wakaf. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat 
ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang 
melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan 
dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah 
dialihkan.8  Dalam perwakafan tentunya terjadi pengalihan hak, oleh 
karena itu, terkait hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada 
pemegang hak cipta, diperlukan analisis terkait kedudukan pemegang hak 
cipta terhadap harta benda wakaf berupa hak cipta yang telah diwakafkan. 
Berdasarkan permasalahan di atas, penulis kemudian mengkaji 
wakaf sebagai objek peralihan hak cipta berdasarkan Undang-Undang No. 
41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya disebut UU Wakaf) dan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya 
disebut UU Hak Cipta). 
  
                                                          




B.  Rumusaan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka 
rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah kedudukan pemegang hak cipta terhadap hasil 
karya cipta yang telah diwakafkan kepada pihak lain? 
2. Bagaimanakah perspektif hukum islam terhadap wakaf atas 
hak cipta? 
 
C.  Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang telah Penulis kemukakan maka 
tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah: 
1. Untuk mengetahui kedudukan pemegang hak cipta terhadap 
hasil karya ciptaan yang telah diwakafkan kepada pihak lain. 
2. Untuk mengetahui perspektif hukum islam terhadap wakaf atas 
hak cipta. 
 
D.  Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, antara lain: 
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 
atau informasi awal bagi peneliti selanjutnya. 
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2. Diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi 
yang berguna bagi kalangan akademisi, praktisi hukum dan 










5. Pengertian Wakaf 
Berdasarkan UU Wakaf Pasal 1 ditentukan bahwa wakaf adalah 
perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan 
sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk 
jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan-kepentingannya guna 
keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. 
Wakaf secara bahasa adalah al-habs (menahan). Kata al-waqf 
adalah bentuk masdar (gerund) dari ungkapan waqfu al-syai’ yang 
berhenti menahan sesuatu. Dengan demikian, wakaf adalah menyerahkan 
tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan, karena barang milik itu 
dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, 
tanah dan segala sesuatu.9 
Secara istilah, para ulama mendefinisikan wakaf sesuai dengan 
mazhab yang mereka anut, baik dari segi kelaziman dan 
ketidaklazimannya, syarat pendekatan wakaf ataupun posisi pemilik harta 
wakaf setelah diwakafkan. Merujuk pada kitab-kitab fikih yang beragam, 
ternyata banyak sekali definisi mengenai wakaf, antara lain: 
 
                                                          
9 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi,2004, Hukum Wakaf, Kerjasama Dompet 
Dhuaha Republika dan IIMaN, Jakarta, hlm. 37. 
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a. Menurut Mazhab Syafi’i 
Para ahli fikih mazhab Syafi’i mendefinisikan wakaf dengan 
beragam definisi, yang dapat diringkas sebagai berikut:10 
1) Imam Mawawi, dari kalangan mazhab Syafi’i, mendefinisikan 
wakaf dengan: “Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya 
bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada, dan 
digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri 
kepada Allah”. 
2) Al-Syarbini Al-Khatib dan Ramli Al-Kabir mendefinisikan wakaf 
dengan: “Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan 
menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan 
kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang 
dibolehkan”. 
3) Ibn Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah mendefinisikan 
dengan: “Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan 
menjaga keutuhan harta tersebut dengan memutuskan 
kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang 
dibolehkan”. 
4) Syaikh Syihabuddin Al-Qalyubi mendefinisikan dengan: 
“Menahan harta untuk dimanfaatkan dalam hal yang dibolehkan 
dengan menjaga keutuhan harta tersebut”. 
 
                                                          
10 Ibid., hlm. 40. 
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b. Menurut Mazhab Hanafi 
Ulama mazhab Hanafi berbeda pendapat dalam mendefiniskan 
wakaf. Perbedaan ini bersumber dari masalah-masalah yang mereka 
pertentangkan, yang mungkin dapat diringkas sebagai berikut:11 
1) Imam Syarkhasi, mendefinisikan wakaf dengan: “Menahan 
harta dari jangkauan orang lain”. 
2) Abu Hanifah mendefinisikan wakaf dengan: “Menahan harta di 
bawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai 
sedekah”. 
3) Imam Abu Hanifah memberikan pengertian wakaf  dengan: 
“Penahanan harta dengan memberikan legalitas hukum milik 
pada wakif dan manfaat harta tersebut meski tidak terperinci”.  
 
c. Menurut Mazhab Malikiyah 
Ibn Arafah mendefinisikan bahwa wakaf adalah memberikan 
manfaat sesuatu pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya 
wakaf dalam kepemilikan si pemberinya meski hanya perkiraan.12 
 
d. Menurut Ulama Zaidiyah 
Para ulama Zaidiyah mendefinisikan wakaf dengan definisi yang 
berbeda-beda. Di antaranya:13 
                                                          
11 Ibid., hlm. 40. 
12 Ibid., hlm. 54. 
13 Ibid., hlm. 57. 
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1) Pengarang Al-Syifa, mendefinisikan wakaf dengan: “Pemilikan 
khusus dengan cara yang khusus, dan dengan niat 
mendekatkan diri kepada Allah”. 
2) Ahmad bin Qasim Al-Anisy mendefinisikan wakaf dengan: 
“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan niat 
mendekatkan diri kepada Allah dengan keutuhan harta 
tersebut”.  
Dengan demikian, wakaf berarti menyediakan suatu benda yang 
dipergunakan hasilnya untuk kemaslahatan umum. Dalam pandangan 
umum harta tersebut adalah milik Allah dan abadi serta tidak dapat 
dicabut kembali. Harta itu sendiri ditahan atau dilakukan dan tidak dapat 
dipindahkan. Selanjutnya wakaf tersebut tidak dapat diakhiri karena abadi 
dan milik Allah. 
 
6. Rukun Wakaf 
Dalam bahasa Arab, kata rukun memiliki makna yang sangat luas, 
rukun dapat diartikan sesuatu yang dianggap menentukan disiplin tertentu 
atau bisa dikatakan sebagai penyempurna sesuatu. Pengikut Hanafi 
memandang bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas lafal yang 
menunjukkan makna atau substansi wakaf.14 
Berdasarkan Pasal 6 UU Wakaf ditentukan bahwa wakaf 
dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: 
                                                          





c. Harta benda wakaf 
d. Ikrar Wakaf 
e. Peruntukan harta benda wakaf 
f. Jangka waktu wakaf 
Dalam perspektif fikih islam, untuk adanya wakaf harus dipenuhi 4 
rukun atau unsur dari wakaf tersebut, yaitu15 
1) Adanya orang yang berwakaf (sebagai subjek wakaf) 
Unsur pertama wakaf, yaitu adanya orang berwakaf dalam hal 
ini merupakan orang yang bersedia mewakafkan hartanya, 
yaitu orang yang walapun bukan islam tetapi dengan kehendak 
sendiri dengan tujuan kebaikan. Untuk amalan wakaf seorang 
wakif atau yang memberikan hartanya pada orang lain 
dianggap sah wakafnya dengan syarat telah cakap. 
2) Adanya benda yang diwakafkan (sebagai objek wakaf) 
Unsur kedua yaitu adanya harta yang diwakafkan atau objek 
wakaf. Harta wakaf disyaratkan merupakan harta yang 
mempunyai nilai, milik sendiri dan dapat tahan lama dalam 
penggunaannya. Sebagian besar ulama sepakat bahwa harta 
yang diwakafkan harus benda tidak bergerak dan dapat diambil 
manfaatnya, manfaat suatu benda saja tidak dapat diwakafkan, 
                                                          
15 Rachmadi Usman, 2009, Hukum Perwakafan di Indonesia, Sinar Grafika, 
Jakarta, hlm. 62. 
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karena tujuan wakaf yaitu pengambilan zat dan pahala untuk 
wakif. 
3) Adanya penerima wakaf 
Unsur ketiga yaitu penerima wakaf adalah orang ahli memiliki 
seperti syarat bagi orang yang berwakaf, tidaklah sah berwakaf 
kepada seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya, 
begitu juga kepada hamba sahaya. Meskipun demikian bila 
pemberi mewakafkan kepada badan hukum maka hukum itu 
dapat dipandang sebagai wakaf, penggunaan harta wakaf yang 
diserahkan kepadanya menjadi wewenangnya menentukan. 
4) Adanya aqad atau lafaz atau penyataan penyerahan wakaf dari 
tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf. 
Syarat ini merupakan syarat terakhir dari rukun wakaf, yaitu 
adanya serah terima. Pernyataan mewakafkan sesuatu dapat 
dilakukan dengan tulisan atau isyarat yang dapat memberi 
pengertian wakaf. Lisan dan tulisan dapat dipergunakan 
menyatakan wakaf oleh siapa pun juga sedangkan isyarat 
hanya dapat dipergunakan oleh orang yang tidak mampu 
menggunakan secara lisan dan tulisan. Hal ini dimaksudkan 
agar pernyataan wakaf benar-benar dapat diketahui dengan 
jelas untuk menghindari kemungkinan terjadi persengketaan di 
kemudian hari. Menurut ulama, apabila wakaf tersebut 
ditujukan kepada orang tertentu, maka hendaklah ada qabul 
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atau jawab, akan tetapi apabila wakaf tersebut ditujukan untuk 
umum, maka tidak diisyaratkan qabul.  Wakaf itu harus berlaku 
selamanya, tidak untuk waktu tertentu. Oleh karena itu apabila 
di dalam wakaf terdapat pembatasan, maka wakaf tersebut 
batal. 
Berdasarkan Pasal 2 UU Wakaf ditentukan bahwa wakaf sah 
apabila dilaksanakan menurut syariah. Dalam wakaf dikenal lafal atau 
ungkapan yang merupakan rukun wakaf itu bisa dilakukan secara lafdzi 
(ucapan) maupun fi’li (perbuatan).16 
1) Keabsahan wakaf secara ucapan  
Menjadikan sahnya wakaf karena penggunaan lafal 
menunjukkan makna penahanan benda dan makna manfaat 
dari benda tersebut. Lafal ini terbagi menjadi lafal yang jelas 
dan lafal yang samar. Lafal dikatakan jelas apabila lafal itu 
populer dan sering digunakan dalam transaksi wakaf. Ada tiga 
jenis lafal yang termasuk dalam kelompok ini, yaitu: al-waqf 
(wakaf), al-habs (menahan), dan al-tasbil (berderma). 
Selain itu, lafal dikatakan samar apabila menunjukkan 
beberapa kemungkinan makna, bisa berarti wakaf atau 
bermakna lain, lafal samar tidak disertai dengan indikasi yang 
mengisyaratkan makna wakaf. Kesamaran suatu lafal belum 
bisa menunjukkan keabsahan wakaf, tetapi lafal samar bisa 
                                                          
16 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Loc.cit, hlm. 88. 
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menunjukkan keabsahan apabila diucapkan dengan niat 
berwakaf. Contoh dari lafal samar yaitu “Saya abadikan” makna 
ini bisa berarti zakat atau hibah. Oleh karena itu lafal ini tidak 
bisa dipahami sebagai wakaf, kecuali mencakup tiga hal 
berikut:17 
a) Disertai lafal yang menunjukkan kejelasan makna seperti 
sedekah yang diwakafkan, ditahan, atau didermakan. 
b) Disertai karakteristik wakaf seperti seperti yang tidak dijual, 
tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Lafal pendukung ini 
untuk menghapus kesamaran. 
c) Niat wakaf dari pelaku 
Menurut pengikut Malikiyah, lafal itu hanya dua yaitu “Saya 
wakafkan” atau “Saya tahan”. Selain kedua lafal itu, wakaf 
menjadi tidak sah, kecuali disertai indikasi. Sedangkan, 
menurut Imam Khurasyi mengatakan bahwa wakaf menjadi 
sah dengan mengatakan “Saya sedekahkan kepada fakir 
miskin” jika tidak disertai indikasi jelas, maka sekedah 
bukanlah wakaf melainkan hibah. 
2) Keabsahan wakaf secara fi’ii (Perbuatan)18 
Beberapa fuqaha berpendapat dalam hal wakaf melalui 
perbuatan, pemberian tidak mengindahkan lafal. Berpendapat 
bahwa wakaf tidak sah, kecuali dengan perkataan dari orang 
                                                          
17 Ibid., hlm. 90. 
18 Ibid., hlm. 91. 
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yang sanggup mengucapkan dengan ucapan yang bisa 
dipahami, sebab wakaf adalah transaksi suatu barang dan 
kemanfaatannya yang membutuhkan suatu lafal. Isyarat dan 
tulisan orang bisu bisa disamakan dengan lafal, sama halnya 
dengan tulisan orang yang bisa bicara dibarengi dengan niat 
wakaf. Berbeda dengan pembangunan masjid, apabila ada 
tanah kosong dan pembangunan dilaksanakan hingga masjid 
berdiri di tanah tersebut, maka tidak memerlukan pelafalan lagi. 
Ahli fikih mazhab Hambali berpendapat bahwa wakaf untuk 
kemaslatan umum adalah sah, meski tanpa lafal. Sah atau 
tidaknya berwakaf itu ditentukan oleh ada atau tidaknya 
perkataan atau perbuatan yang mengarah ke wakaf. Secara 
eksplisit, fuqaha mazhab Maliki membolehkan wakaf dengan 
perbuatan, atau tanpa lafal. Hanya saja, mereka tidak 
mengkhususkan pada wakaf masjid saja. Lebih dari itu, mereka 
menyerupakannya dengan wakaf atas segala sesuatu yang 





3. Syarat-Syarat Wakif (Pemberi Wakaf)  
Berdasarkan Pasal 7 dan 8 UU Wakaf ditentukan bahwa Wakif 
meliputi: 
a. Perseorangan 
Wakif perseorangan dapat melakukan wakaf apabila wakif 
memenuhi persyaratan yaitu dewasa, berakal sehat, tidak 
terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta 
benda wakaf. 
b. Organisasi 
Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila 
memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta 
benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar 
organisasi yang bersangkutan. 
c. Badan hukum 
Wakif badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi 
ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf 
milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan 
hukum yang bersangkutan. 
Seorang wakif harus memenuhi dua macam syarat yang wajib 
dipenuhi, yaitu wakaf merupakan bentuk dari sumbangan, maka wakif 
haruslah pemilik dari harta yang disumbangkan. Wakif harus memenuhi 
syarat kecakapan hukum yaitu orang yang dianggap layak menerima hak 
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dan kewajiban serta layak melaksanakan suatu perbuatan berdasarkan 
hukum. Syarat-syarat kecakapan seorang wakif  antara lain:19 
 
1) Berakal 
Tidaklah sah jika wakaf diberikan orang gila, karena dia tidak 
berakal, tidak pula dapat membedakan sesuatu dan dia tidak 
layak untuk melakukan kesepakatan dan aturan. Keterangan 
atau kesaksian dari orang yang tidak berakal, karena dianggap 
tidak sah, dan tidak berdampak apapun karena hilangnya akal 
sebagai landasan dalam setiap perbuatan dan keputusan. 
2) Dewasa 
Tidak sah suatu wakaf apabila tidak dewasa atau masih anak-
anak karena belum dapat membedakan sesuatu, walaupun 
telah mengerti tetapi anak dianggap tidak layak melakukan 
kesepakatan. Dalam beberapa kitab fikih, wakaf dari seorang 
anak kecil yang sudah mengerti diperbolehkan atas seizin 
hakim. 
3) Wakaf harus didasarkan pada kemauan sendiri bukan karena 
tekanan atau paksaan dari pihak manapun. 
Orang dipaksa tidak sah hukumnya karena pemaksaan yang 
salah dalam bertindak tidak hanya terbatas pada pemaksaan 
                                                          
19 Ibid., hlm. 217. 
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dalam bentuk perbuatan. Tetapi juga dalam bentuk perjanjian 
yang membahayakan diri. 
4) Merdeka 
Merdeka merupakan syarat wakif dalam mewakafkan hartanya, 
dan tidak ada satu mazhab pun menentangnya. Syarat ini 
ditetapkan dengan pertimbangan budak atau hamba tidak 
memiliki apapun. 
Dalam pelaksanaan wakaf, ada dua syarat yang harus dipenuhi 
wakif kaitannya dengan pihak lain:20 
1) Wakif  tidak terikat dengan utang 
2) Wakif tidak dalam kondisi sakit parah 
 Dalam mewakafkan harta, agar dianggap sah, maka harus 
memenuhi beberapa syarat, yaitu:21 
1) Harta wakaf itu memiliki nilai dapat digunakan 
 Harta yang dimiliki orang lain oleh orang dan dapat digunakan 
secara hukum dalam keadaan normal ataupun tertentu, seperti 
uang, buku dan harta lain yang tidak dapat berpindah. Harta 
yang tidak dimiliki manusia tidak bisa dikatakan harta yang 
bernilai. Sedangkan, harta yang tidak ada nilainya adalah harta 
yang tidak ada dalam kepemilikan seseorang, syariat juga tidak 
mengakui nilai dari harta itu dan tidak menjamin jika terjadi 
kerusakan. Dengan demikian, harta atau benda yang boleh 
                                                          
20 Ibid., hlm. 231. 
21 Ibid., hlm. 247. 
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diwakafkan adalah benda yang boleh diperjualbelikan serta 
dapat dimanfaatkan. 
2) Harta wakaf itu jelas bentuknya 
Harta wakaf harus diketahui secara pasti dan tidak 
mengandung sengketa. Meskipun wakif mengatakan “Aku 
wakafkan sebagian dari hartaku” namun tidak menunjukkan 
harta bendanya, maka batal atau tidak sah wakaf tersebut. 
Berbeda dengan wakif  yang mengatakan mewakafkan seluruh 
hartanya maka wakaf tersebut sah. 
3) Harta merupakan milik wakif 
Wakaf tentu harus dilaksanakan pada pemilik harta sendiri 
karena pelaksanaan wakaf merupakan suatu proses yang 
menyebabkan terbebasnya satu kepemilikan menjadi harta 
benda wakaf. Untuk pewakaf haruslah pemilik dari harta atau 
orang yang berhak melaksanakan wakaf seperti mendapatkan 
wasiat  atau diwakilkan pemilik harta benda wakaf. 
4) Harta wakaf itu dapat diserahterimakan bentuknya 
Setiap harta yang diwakafkan harus diserahterimakan 
bentuknya agar sah wakafnya. Sebab, sesuatu yang tidak 
boleh diwakafkan, menyebabkan wakafnya tidak sah.  
 Dalam pelaksanaan wakaf, ada 4 (empat) syarat sasaran wakaf 
yang telah dirangkum para ahli fikih, antara lain:22 
                                                          
22 Ibid., hlm. 284. 
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1) Sasaran wakaf berorientasi pada kebajikan 
Asal mula disyariatkannya wakaf, agar wakaf tetap menjadi 
sedekah yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. 
Dalam praktiknya, wakaf tidak hanya terbatas pada 
pendayagunaan masalah-masalah kebajikan semata, tetapi 
telah bercampur dengan orientasi lain. Imam Al-Mawardi 
mengatakan “Hendaknya tidak dalam bidang kemaksiatan” bisa 
disimpulkan bahwa wakaf tidak dibolehkan, kecuali dalam amal 
kebajikan dan amar ma’ruf yang tidak dilarang oleh syariat, 
tidak berunsur maksiat. 
2) Hendaknya pihak penerima wakaf tidak terputus dalam 
pengelolaannya. 
Wakaf tidak diperdebatkan keabsahannya adalah yang 
permulaan dan akhirnya tidak terputus. Misalnya, wakaf itu 
diberikan kepada kaum miskin atau pada sekelompok orang 
yang tidak mungkin dalam adat kebiasaan mengalami 
keterputusan, adapun wakaf pada orang yang putus 
pemakaiannya, akan tetapi pada akhirnya harus beralih pada 
orang yang tidak habis memakainya. Misalnya, harta diberikan 






3) Harta wakaf tidak dikembalikan kepada pewakaf 
Tiada lain yang dimaksud mewakafkan sesuatu adalah 
memindahkan kemanfaatan sesuatu itu kepadanya. Mengingat, 
maksud dari wakaf adalah menyedekahkan kemanfaatan harta. 
4) Wakaf diserahkan kepada pihak yang berhak memiliki 
Wakaf harus diberikan kepada pihak yang berhak memiliki. 
Ulama sepakat bahwa kepemilikan atas fisik harta yang telah 
diwakafkan itu berpindah secara hukum menjadi milik Allah, 
atau tetap menjadi milik pewakaf, atau berpindah menjadi milik 
pihak penerima wakaf. Sehingga dapat disimpulkan tujuan akhir 
wakaf yaitu pendistribusian manfaat yang dihasilkan oleh harta 
wakaf. Dalam hal ini, pemilik manfaat yang dihasilkan oleh 
harta wakaf merupakan barang milik, maka wakaf tidak sah 
kecuali berkenaan dengan barang yang bisa dimiliki 
 
4.  Ruang Lingkup Jenis Harta Benda Wakaf 
Ruang lingkup jenis harta benda wakaf tidak terbatas kepada wakaf 
benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi dapat pula 
mewakafkan beda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud 
dan benda bergerak lainnya. Ruang lingkup jenis harta benda wakaf ini 
selaras dengan kategori benda yang lazim dikonsepsikan dalam hukum 
perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.23 
                                                          
23 Rachmadi Usman, Op.cit, hlm. 127. 
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Kemungkinan wakaf benda bergerak tersebut diatur dalam 
ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UU Wakaf ditentukan bahwa harta benda 
wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Berdasarkan 
Pasal 16 Ayat (2) UU Wakaf ditentukan bahwa ruang lingkup jenis benda 
tidak bergerak yang dapat diwakafkan sebagaimana dimaksud di atas 
meliputi: 
a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum 
terdaftar; 
b. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah 
sebagaimana dimaksud di atas; 
c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; 
d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku; 
e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Berdasarkan Pasal 16 Ayat (3) UU Wakaf diatur ruang lingkup jenis 
benda bergerak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b adalah 
harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: 
a. Uang; 
b. Logam mulia; 




e. Hak atas kekayaan intelektual; 
f. Hak sewa; 
g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Ruang lingkup jenis harta benda yang dapat diwakafkan di atas 
lebih lanjut diatur secara rinci dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah 
Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 tentang Wakaf menentukan bahwa jenis harta benda wakaf 
meliputi: 
a. Benda tidak bergerak, 
b. Benda bergerak selain uang, dan 
c. Benda bergerak berupa uang. 
 Berdasarkan Pasal 19 PP Nomor 24 Tahun 2006 tentang Wakaf 
diatur mengenai penggolongan benda bergerak selain uang. 
Dikemukakan bahwa pada dasarnya: 
(1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya 
yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan 
undang-undang. 
(2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat 
dihabiskan karena pemakaian.  
(3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak 




(4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian 
dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip 
syariah. 
 Berdasarkan Pasal 20 PP Nomor 24 Tahun 2006 tentang Wakaf 
ditentukan bahwa benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan 
meliputi: 
a. Kapal; 
b. Pesawat terbang; 
c. Kendaraan bermotor; 
d. Mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada 
bangunan; 
e. Logam dan batu mulia; dan/atau 
f. Benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena 
sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang. 
Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 
2006 tentang Wakaf ditentukan bahwa benda bergerak selain uang 
karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang 
tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sebagai berikut: 
a. Surat berharga yang berupa: 
1. saham; 
2. Surat Utang Negara; 
3. oligasi pada umumnya; dan/atau 
4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang; 
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b. Hak atas kekayaan intelektual yang berupa: 
1. Hak cipta; 
2. Hak merk; 
3. Hak paten; 
4. Hak desain industri; 
5. Hak rahasia dagang; 
6. Hak sirkuit terpadu; 
7. Hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau 
8. Hak lainnya. 
c.  Hak atas benda bergerak lainnya berupa: 
1. Hak sewa, hak pakai, dan hak pakai hasil atas benda 
bergerak; atau 
2. Perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih 
atas benda bergerak. 
 
E. Hak Cipta 
1.  Pengertian Hak Cipta 
Berdasarkan UU Hak Cipta, hak cipta merupakan kekayaan 
intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai 
peranan strategis dalam mendukung bangsa dan memajukan 
kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
26 
 
Pasal 1 angka (1) UU Hak Cipta menegaskan bahwa Hak Cipta 
adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan 
prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata 
tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Sebagai hak eksklusif, hak cipta mengandung dua 
esensi hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Kandungan hak ekonomi 
meliputi hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak. Adapun 
hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam 
ciptaan termasuk judul ataupun anak judul ciptaan, keduanya lazim 
disebut right of paternity  dan  right of integrity. Dalam information sheet, 
Australian Copyright Council, dinyatakan bahwa: 
“Moral right are personal legal right belonging to the creators of 
copyright works dan cannot be transferred, assigned or sold. Only 
individual creators have moral right. Moral right are the rights 
individual creators have in relations to copyright works or films the 
created. There are a number of defences and exceptions to 
infringement of moral right.”24 
 
Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa sejak suatu ciptaan 
lahir atau terwujud, maka sejak saat itu pula lahir hak dari penciptanya.25 
Karena pencipta tersebut harus merupakan pribadi manusia, maka 
pemberian penghargaan diarahkan untuk mewujudkan apresiasi terhadap 
diri pencipta. Sasarannya adalah integritas atau martabat dan hak-hak 
moral yang bersifat personal karena terkait dengan kepribadian pencipta, 
                                                          
24 Australian Copyright Council, “What Remedies Can a Court Give for 
Infringement of Moral Rights?”, copyright.org.au,  http:/www.copyright.org.au, diakses 
tanggal 14 Oktober 2015 Pukul 22.00. 
25 Sophar Maru Hutagalung, 1993, Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya 
didalam pembangungan, Akademika Pessindo, Jakarta, hlm. 8. 
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maka legalitas status ciptaan berdasarkan persyaratan orisinalitas dan 
tidak harus memiliki derajat kreativitas yang tinggi.26 
Dalam ilmu hukum, hak cipta seperti halnya hak-hak lainnya yang 
dikenal dalam hak kekayaan intelektual digolongkan sebagai hak milik 
perorangan yang tidak berwujud. Hak ini bersifat khusus, karena hak 
tersebut hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak yang 
bersangkutan dalam waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum 
guna mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan, memberi izin 
kepada orang lain untuk melaksanakannya. Hak Cipta sering pula 
dikatakan eksklusif karena mengenyampingkan orang lain kecuali atas izin 
pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan. Ciri-ciri yang seperti itu 
pula yang sering mengundang semacam kritik, bahwa Hak Cipta 
berkembang dari paham individualisme bertentangan dengan paham 
kekeluargaan dan kegotongroyongan bangsa Indonesia.27 
Dalam pertimbangan UU Hak Cipta, perkembangan ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga 
memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi 
pencipta dan pemegang hak cipta. Indonesia telah menjadi anggota 
berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta sehingga diperlukan 
implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum internasional agar para 
pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional. 
                                                          
26 Eddy Damian, 2009, Hukum Hak Cipta, PT Alumni, Bandung, hlm. 27. 
27 Hasbir Paserangi, 2011, Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Hukum Hak 
Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip 




2.  Ruang Lingkup Hak Cipta 
Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil 
karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. 
Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah 
mewujud secara jelas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca.28 
Hak cipta adalah hak alamiah, dan menurut prinsip ini bersifat 
absolut serta dilindungi selama hidup si pencipta dan beberapa tahun 
setelahnya. Sebagai hak absolut, maka hak itu pada dasarnya dapat 
dipertahankan terhadap siapapun yang mempunyai hak itu dapat 
menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Dengan 
demikian suatu hak absolut mempunyai segi balik (segi pasif), bahwa 
bagi setiap orang terdapat kewajiban untuk menghormati hak tersebut.29 
Sifat hak cipta merupakan bagian dari hak milik yang abstrak yang 
merupakan penguasaan atas hasil kemampuan kerja, dari gagasan serta 
hasil pikiran. Dalam perlindungannya hak cipta mempunyai batas waktu 
yang terbatas, dalam arti setelah habis masa perlindungannya karya 
cipta tersebut akan menjadi milik umum.30 
c. Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan 
Hak Kebendaan adalah hak mutlak yang juga merupakan hak 
absolut yang dapat dipertentangkan atau dihadapkan dengan hak relatif 






dan hak perorangan. Oleh Mariam Darus Badrulzaman, mengenai hak 
kebendaan ini dibagi atas dua bagian, yaitu: 31 
Hak kebendaan yang sempurna dan hak kebendaan yang terbatas. 
Hak kebendaan yang sempurna adalah hak kebendaan yang 
memberikan kenikmatan sempurna (penuh) bagi si pemilik. 
Selanjutnya untuk hak yang demikian dinamakannya hak 
kepemilikan. Sedangkan hak kebendaan terbatas adalah hak yang 
memberikan kenikmatan yang tidak penuh atas suatu benda. Jika 
dibandingkan dengan hak milik. Artinya hak kebendaan terbatas itu 
tidak penuh atau kurang sempurnanya jika dibandingkan dengan 
hak milik. 
 
d. Hak Cipta sebagai Hak Kekayaan Imaterial 
Hak kekayaan Imaterial adalah suatu hak kekayaan yang objek 
haknya adalah benda tidak berwujud. Dalam hal ini yang dapat dijadikan 
objek hak kekayaan yang termasuk dalam cakupan benda tidak bertubuh. 
Misalnya, hak tagihan, hak yang ditimbulkan dari penerbitan surat-surat 
berharga, hak sewa dan lain-lain sebagainya. Dapat dirumuskan bahwa 
hak kekayaan imaterial adalah semua benda yang tidak dapat dilihat atau 
diraba dan dapat dijadikan objek hak kekayaan.32 
 
3. Objek Hak Cipta 
Berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) UU Hak Cipta ditentukan bahwa 
ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: 
a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan 
semua hasil karya tulis lainnya: 
                                                          
31 Mariam Darus Badrulzaman, 1983, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, 
BPHN–Alumni, Bandung, hlm. 43. 
32 OK. Saidin, 2010, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual 
Property Rights), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 52. 
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b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; 
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 
pengetahuan; 
d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; 
e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan,dan 
pantomim; 
f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar,  
g. Ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya seni 
terapan; karya arsitektur; peta; karya seni batik atau seni motif 
lain; karya fotografi; potret; 
h. Karya sinematografi 
i. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis 
data,adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain darihasil 
transformasi; 
j. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau 
modifikasi ekspresi budaya tradisional; 
k. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat 
dibaca dengan program komputer maupun media lainnya; 
l. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi 
tersebut merupakan karya yang asli; 
m. Permainan video; dan 
n. Program komputer. 
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Berdasarkan Pasal 41 UU Hak Cipta ditentukan bahwa hasil karya 
yang tidak dilindungi hak cipta meliputi: 
a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata; 
b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan 
atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, 
digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah 
ciptaan; dan 
c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk 
menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya 
ditujukan untuk kebutuhan fungsional. 
 
4. Pemegang Hak Cipta 
Berdasarkan UU Hak Cipta, pemegang hak cipta adalah pencipta 
sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut dari 
pencipta, atau pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari 
pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang 
menerima hak tersebut secara sah.  
Pencipta berdasarkan Pasal 31 UU Hak Cipta ditentukan bahwa 
kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang 
yang namanya: 
a. Disebut dalam ciptaan; 
b. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan; 
c. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau 
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d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta; 
Dalam hal ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang 
diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta 
yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh 
ciptaan. Dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian 
seluruh ciptaan tidak ada, yang dinggap sebagai pencipta yaitu orang 
yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-
masing atas bagian ciptaannya. 
Dalam hal ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta 
dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang 
yang merancang yang dianggap pencipta yaitu orang yang merancang 
ciptaan. Pasal 35 menentukan bahwa: 
(1) Kecuali diperjanjikan lain pemegang hak cipta atas ciptaan 
yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang 
dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah. 
(2) Dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakan secara komersial, pencipta dan/atau pemegang hak 
terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian royalti untuk 
penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada 
Ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah. 
Berdasarkan Pasal 36 dan 37 UU Hak Cipta ditentukan bahwa 
kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan 
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yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak 
yang membuat ciptaan dan dalam hal badan hukum melakukan 
pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal 
dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai 
pencipta, yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum. 
Hak cipta yang dipegang negara diatur dengan peraturan 
pemerintah, dimana subjeknya apabila suatu ciptaan tidak diketahui 
penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan. Negara kemudian 
memposisikan dirinya untuk menjadi pelindung yang apabila kemudian 
hari diketahui pemiliknya maka negara harus menyerahkan kembali hak 
cipta tersebut. 
 
5.  Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta 
Jangka waktu perlindungan hak cipta terbagi menjadi dua kategori 
masa berlaku yaitu masa berlaku secara moral pencipta berlaku tanpa 
batas waktu. Berdasarkan Pasal 57 UU Hak Cipta ditentukan bahwa hak 
moral pencipta berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta 
atas ciptaan yang bersangkutan. Sedangkan masa berlaku hak ekonomi 
terbagi menurut jenis ciptaannya.  
Berdasarkan Pasal 58 Ayat (1) UU Hak Cipta ditentukan bahwa 
perlindungan hak cipta berlaku selama hidup Pencipta dan terus 
berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal 
dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Perlindungan 
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hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling 
akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, 
terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya atas ciptaan berupa: 
a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; 
b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; 
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 
pengetahuan; 
d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 
e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan 
pantomim; 
f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, 
ukiran, kaligrali, seni pahat, patung, atau kolase; 
g. Karya arsitektur; peta; dan karya seni batik atau seni motif lain; 
Sedangkan, perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dipegang 
oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama 
kali dilakukan pengumuman.  Berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) UU Hak 
Cipta ditentukan bahwa perlindungan hak cipta berlaku selama 50 (lima 
puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman atas ciptaan 
beupa: 
a. Karya fotografi; 
b. Potret; 
c. Karya sinematografi; 
d. Permainan video; 
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e. Program komputer; 
f. Perwajahan karya tulis; 
g. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, 
adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil 
transformasi;  
h. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi 
ekspresi budaya tradisional; 
i. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat 
dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dan 
j. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi 
tersebut merupakan karya yang asli,  
Berdasarkan Pasal 59 Ayat (2) ditentukan bahwa perlindungan hak 
cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua 
puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. 
Berdasarkan Pasal 60 UU Hak Cipta ditentukan bahwa hak cipta atas 
ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara berlaku tanpa 
batas waktu.  
Hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui yang 
dipegang oleh negara berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan 
tersebut pertama kali dilakukan pengumuman. Berdasarkan Pasal 61 UU 
Hak Cipta ditentukan bahwa hak cipta atas ciptaan yang dilaksanakan 
oleh pihak yang melakukan pengumuman berlaku selama 50 (lima puluh) 
tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman. 
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6.  Pengalihan Hak Cipta 
 Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) UU Hak Cipta ditentukan bahwa hak 
cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Berdasarkan Pasal 16 
Ayat (2) UU Hak Cipta ditentukan bahwa hak cipta dapat beralih atau 
dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, 
wakaf, perjanjian, maupun sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pewarisan, wasiat, hibah, dan perjanjian merupakan istilah lazim 
yang digunakan dan telah dimengerti maksud dari istilah tersebut, 
sedangkan yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan 
oleh peraturan perundang-undangan, yakni sepanjang tidak bertentangan 
dengan undang-undang.33  
Pemilikan atas hak cipta itu dapat dipindahkan kepada pihak lain, 
tetapi hak moralnya tetap tidak dipisahkan dari penciptanya. Kepemilikan 
juga dapat beralih karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh peraturan 
perundang-undangan. Misalnya berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 34 
Sesuai dengan konsepsi hak cipta, hak moral bersifat abadi 
melekat pada nama pencipta, sedangkan hak ekonomi mengenal batas 
waktu untuk menikmati manfaat ekonomi pada ciptaan. Dengan kata lain, 
merupakan batasan masa penguasaan monopoli dan peluang melakukan 
eksploitasi ciptaan. Bila batas waktu berakhir, kekuatan monopoli juga 
                                                          
33 Ahmadi Miru, 2007, Hukum Merek, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 59. 
34 J.C.T Simorangkir,1979, Hak Cipta Lanjutan, Djembatan, Jakarta, hlm. 37. 
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berakhir. Status ciptaan dengan demikian menjadi public domain dan 
masyarakat bebas mengeksploitasi tanpa memerlukan lisensi. 35 
Berdasarkan Pasal 17 UU Hak Cipta ditentukan bahwa hak 
ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau 
pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak cipta tersebut 
kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan. Hak ekonomi yang 
dialihkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk seluruh atau sebagian 
tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang 
hak cipta yang sama. 
Berdasarkan Pasal 19 UU Hak Cipta ditentukan bahwa hak cipta 
yang dimiliki pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan 
pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi setelah penciptanya 
meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat. 
Ketentuan tersebut tidak berlaku jika hak tersebut diperoleh secara 
melawan hukum. 
Untuk sahnya pengalihan ciptaan, hukum memberi fondasi berupa 
perjanjian lisensi36, yang harus dibuat secara tertulis dan khusus. 
Konstruksi pengalihan yang lain dapat berbentuk hibah, wasiat, warisan 
atau penyerahan hak yang dibenarkan oleh undang-undang. Diantaranya, 
pengalihan melalui wakaf sebagaimana diatur dalam UU Wakaf. Dalam 
kaitannya, pemegang hak cipta tetap terikat untuk mengakui dan 
                                                          
 35 Ibid. 
36 Gerald Dworkin dan Richard D. Taylor, 1989, Blackstone’s Guide to the 
Copyright, Design and Patent Act 1988; The Law of Copyright and Related Rights, 
Blackstone Press Limited, London, hlm. 279. 
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menghormati hak moral pencipta seperti kewajiban mencantumkan nama 
pencipta dan ciptaan. 
Hak cipta dasarnya diserahkan pengelolahannya kepada orang lain 
melalui pengalihan atau lisensi. Agar dapat berlaku dan mengikat, 
keduanya harus dilakukan secara tertulis. Beberapa masalah kemudian 
muncul apabila suatu ciptaan dimiliki beberapa orang pencipta secara 
bersama-sama. 
Dalam memperhatikan permasalahan yang menyulitkan kedudukan 
para pencipta, UU Hak Cipta memberi arahan yang jelas, pengalihan hak 
cipta harus dilakukan secara tertulis dengan ataupun tanpa akta notaris. 
sehingga kesepakatan dalam dibuat secara jelas dan mencegah 
perselisihan pada tahap pelaksanaannya. 
Pengalihan hak cipta di depan pengadilan dapat dinyatakan tidak 
berlaku bila dalam pelaksanaannya bertentangan dengan kebijakan 
dibidang perekonomian. UU Hak Cipta memiliki norma seperti itu yang 
terdapat dalam pengaturan lisensi. Yang di dalamnya memuat larangan 
bagi perjanjian lisensi untuk memuat ketentuan yang dapat menimbulkan 
akibat yang merugikan perekonomian Indonesia, atau memuat ketentuan 




F. Wakaf Hak Cipta 
 UU Wakaf mengenai hak cipta dapat dijadikan objek dalam 
melaksanakan perwakafan, dapat dilihat dalam Pasal 16 Ayat (3) UU 
Wakaf bahwa benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: 
a. Uang; 
b. Logam mulia; 
c. Surat berharga; 
d. Kendaraan; 
e. Hak atas kekayaan intelektual; 
f. Hak sewa; dan 
g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Sebagaimana diketahui, hak kekayaan intelektual terbagi menjadi 
hak cipta, hak merek, hak paten, hak desain inustri, hak rahasia dagang, 
hak sirkuit terpadu, hak pelindungan varietas tanaman, dan/atau hak 
lainnya. Selain UU Wakaf, berdasarkan Pasal 21 PP Wakaf tentang 
pelaksanaan UU Wakaf ditentukan bahwa benda bergerak selain uang 
karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang 
tidak bertentangan dengan prinsip syariah yaitu hak atas kekayaan 
intelektual yang berupa hak cipta. 
 Berdasarkan Pasal 16 UU Hak Cipta tentang hak cipta dapat 




b. Hibah;  
c. Wasiat; 
d. Wakaf; 
e. Perjanjian tertulis; 
f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Terkait hal tersebut perwakafan tidak hanya terbatas kepada hak 
milik tanah, uang, dan harta benda lainnya, tetapi hak kekayan intelektual 
juga termasuk di dalamnya, dimana hak cipta merupakan bagian dari hak 
kekayaan intelektual. 
 Peralihan hak cipta pun diperluas cara beralihnya melalui 
perwakafan antara pihak yang mewakafkan (wakif) dan penerima harta 
benda wakaf dari wakif untuk diolah dan dikembangkan sesuai 
peruntukannya (nazhir). Berdasarkan pemaparan tersebut dikenal hak 
cipta sebagai objek wakaf atau wakaf atas hak cipta. Hak cipta yang telah 
diwakafkan oleh penciptanya merupakan milik penerima wakaf, kecuali 
hak moral yang memang melekat selamanya kepada diri pencipta. Selain 
itu, ahli waris pencipta tidak memiliki hak terhadap ciptaan tersebut 
apabila telah diwakafkan baik secara publik untuk kepentingan bersama 






A. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan jenis penelitian 
hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai 
sistem norma. Sistem hukum yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, 
norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan. Dengan pengertian 
penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi 
peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan. Dalam hal ini 
penulis akan mengkaji dan menganalisis mengenai wakaf atas hak cipta. 
B. Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 
disesuaikan dengan tipe penelitian yang diambil penulis. Oleh karena itu 
pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan 
(statue approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan 
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan 




C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Sumber bahan hukum yang digunakan untuk keperluan penelitian 
yang bersifat normatif dalam penelitian ini adalah: 
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat atau 
yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan 
perundang-undangan, diperoleh langsung dari Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak 
mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer 
yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar 
atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara 
khusus yang akan memberikan petunjuk arah penelitian, yang 
diperoleh dari buku-buku, jurnal hukum, internet, yang 
berhubungan dengan penelitian difungsikan untuk menunjang 
bahan hukum primer.  
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Dalam usaha mengumpulkan bahan Penulis menggunakan teknik 
pengumpulan data penelitian kepustakaan (library research). Dalam 
penelitian kepustakaan, penulis berusaha mendapatkan dan membaca 
dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berhubungan 
dengan pokok permasalahan. 
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E.  Analisis Bahan Hukum 
Bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan 
masalah yang telah ditetapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh 
gambaran yang jelas, sehingga menjadi bahan yang teratur dan tersusun 
serta lebih berarti. Dalam hal ini adalah bahan yang berkaitan dengan hak 
cipta dijadikan sebagai objek dalam perwakafan. Penulis menggunakan 
metode deskriptif untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang 
dijadikan rujukan dalam permasalahan hukum yang menjadi objek hukum 
dan menggunakan metode komparatif untuk mencari persamaan dan 













HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Kedudukan Pemegang Hak Cipta terhadap Hasil Karya Cipta 
yang Telah Diwakafkan Kepada Pihak Lain. 
 
Kedudukan wakaf adalah salah satu macam sedekah, maka harta 
wakaf terlepas dari harta milik wakif, dan tidak pula pindah menjadi milik 
orang-orang atau badan-badan. Harta wakaf terlepas dari hak milik wakif 
sejak wakaf diikrarkan dan menjadi milik Allah SWT yang kemanfaatannya 
menjadi milik hak penerima wakaf. Dengan demikian, harta wakaf itu 
menjadi amanat Allah SWT kepada orang atau badan hukum untuk 
mengurus dan mengelolanya yang dikenal dengan nazhir.37 
Para ahli hukum Islam berbeda pendapat, golongan Hanafiah 
berpendapat bahwa harta wakaf tetap milik si wakif (orang yang memberi 
wakaf). Demikian juga pendapat dari golongan Malikiyah yang 
mengatakan bahwa harta wakaf dapat kembali kepada si wakif dalam 
waktu tertentu atau waktu yang ditentukan sebagaimana yang diikrarkan 
oleh si wakif. Adapun golongan Syafi’iyah dan Hanabillah mengatakan 
bahwa harta wakaf itu putus atau keluar dari hak milik si wakif  dan 
menjadi milik Allah SWT atau milik umum, begitu pula wewenang mutlak si 
wakif menjadi terputus, karena setelah ikrar wakaf itu diucapkan, harta 
tersebut menjadi milik Allah SWT atau milik umum.38 
                                                          
37 Suparman Usman, 1999, Hukum Perwakafan Indonesia, Darul Ulum Press, 
Jakarta, hlm. 37. 
38 Suhrawardi K. Lubis,Op.cit, hlm. 148. 
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Berdasarkan Pasal 1 Angka (4) UU Hak Cipta ditentukan bahwa 
pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak 
yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain 
yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut 
secara sah. Perlu diketahui bahwa hak eksklusif adalah hak yang hanya 
diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat 
memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. 
Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian 
dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.39 Berdasarkan penjelasan di atas 
UU Hak Cipta yang dimaksud dengan dapat beralih atau dialihkan hanya 
hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta. 
Pengalihan hak cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik 
dengan atau tanpa akta notaris. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) UU Hak 
Cipta ditentukan bahwa hak moral tidak dapat dialihkan. 
Kedudukan pencipta terhadap hasil karya ciptanya yang telah 
diserahkan kepada pihak lain.40 
a. Jika hak cipta diserahkan pada pihak lain untuk sebagian maka 
atas bagian yang diserahkan itu pencipta tidak memiliki hak 
lagi, sedangkan bagian yang tidak diserahkan pencipta tetap 
mempunyai hak sepenuhnya. 
                                                          
39 Letezia Tobing, Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Lisensi, 
http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt550077782a2fb/pemegang-hak-cipta-dan-
pemegang-lisensi, diakses tanggal 29 Februari 2016 pukul 21.00. 
40 Sopha Maru Hutagalung, Op.cit, hlm. 11. 
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b. Jika hak cipta diserahkan pada orang/pihak lain seluruhnya 
maka pencipta itu tetap berwenang menjalankan suatu tuntutan 
hukum untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap seseorang 
yang melanggar hak cipta itu. 
 Beberapa contoh hak yang dapat diserahkan atau dipindahkan 
seperti memperbanyak hasil ciptaan, mengumumkan hasil ciptaan, 
menerjemahkan hasil ciptaan dan lain sebagainya. Sedangkan hak yang 
tidak dapat diserahkan, yang tetap berada atau melekat pada pencipta 
seperti menuntut pelanggaran hasil ciptaan, izin mengadakan perubahan, 
dan lain sebagainya.41 Hak yang tidak dapat diserahkan tersebut berupa 
hak moral. 
 Hak moral menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta dan 
tidak dapat terpisahkan dari penciptanya, karena merupakan hak khusus 
serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya, dan hak itu 
tidak dipisahkan dari penciptanya. Hak moral ini mempunyai 3 (tiga) dasar 
yaitu:42 
1. Hak untuk mengumumkan (the right of publication); 
2. Hak paterniti (right of paternity); 
3. Hak integritas (the right of integrity); 
                                                          
 41 Ibid. 
42 Hasbir Paserangi, Op.cit, hlm. 42. 
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 Selanjutnya Komen dan Verkade menyatakan bahwa hak moral 
yang dimiliki oleh pencipta itu meliputi:43 
1. Larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan; 
2. Larangan mengubah judul; 
3. Larangan mengubah penentuan pencipta; 
4. Hak untuk mengadakan perubahan; 
Berdasarkan UU Hak Cipta Pasal 4 ditentukan bahwa hak moral 
merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk: 
a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada 
salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk 
umum; 
b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya; 
c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam 
masyarakat; 
d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; 
e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, 
mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat 
merugikan kehormatan diri atau reputasinya. 
 Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan haknya dengan syarat 
pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara 
                                                          
 43 Ibid. 
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tertulis. Untuk melindungi hak moral, pencipta dapat memiliki informasi 
berikut yang dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak, yaitu: 
a. Informasi manajemen hak cipta 
Informasi manajemen hak cipta meliputi informasi tentang 
metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas 
substansi ciptaan dan penciptanya serta kode informasi dan 
kode akses. 
b. Informasi elektronik hak cipta 
Informasi elektronik hak cipta meliputi suatu ciptaan yang 
muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan 
kegiatan pengumuman ciptaan, nama pencipta alias atau 
samarannya, pencipta sebagai pemegang hak cipta, masa dan 
kondisi penggunaan ciptaan, nomor dan kode informasi. 
 Pelanggaran hak cipta adalah penggunaan karya yang dilindungi 
hak cipta, yang melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta, seperti hak 
untuk memproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau memamerkan, 
atau membuat karya turunan tanpa seizin pemegang hak cipta. Pencipta, 
pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait yang mengalami kerugian 
hak ekonomi atas pelanggaran hak cipta berhak mengajukan gugatan 
kepada pengadilan niaga dan memperoleh ganti rugi. 44 
                                                          
 44 Tim Visi Yustisia, 2015, Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, 
Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa, Visimedia, Jakarta, hlm. 34. 
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 Gugatan ganti rugi dapat berupa permintaan untuk menyerahkan 
seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan 
ceramah, pertemuan ilmiah, atau pameran karya yang merupakan hasil 
dari pelanggaran hak cipta. Ganti rugi tersebut harus dibayarkan paling 
lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan 
hukum tetap. 45 
 Berdasarkan UU Hak Cipta Pasal 98 ditentukan bahwa pengalihan 
hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak 
pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan 
sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar 
hak moral pencipta pencipta. Atas permintaan pihak yang dirugikan 
berdasarkan UU Hak Cipta Pasal 106 menentukan bahwa atas 
permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan hak cipta 
atau hak terkait, pengadilan niaga dapat mengeluarkan penetapan 
sementara untuk: 
1. Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran 
hak cipta atau hak terkait ke jalur perdagangan. 
2. Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai 
alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau 
hak terkait tersebut. 
3. Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangnya oleh 
pelanggar. 
                                                          
 45 Ibid., 
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4. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang 
lebih besar. 
 Namun tentunya, selama dapat memilih, para pemegang hak cipta 
lebih suka menggunakan pendekatan persuasif berdasarkan pemahaman 
dan saling pengertian apabila ada pihak yang mempergunakan hak cipta 
tanpa izin pemiliknya.46  
 Hak Cipta merupakan benda yang lingkupnya berlaku nasional. 
Terkait hal tersebut, berdasarkan Pasal 47 UU Wakaf ditentukan bahwa 
dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, 
dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia merupakan 
lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya. Pasal 48 UU Wakaf 
menentukan bahwa Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di 
provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.  
 Berdasakan Pasal 49 dan 50 UU Wakaf ditentukan bahwa dalam 
melaksanakan tugas, Badan Wakaf Indonesia dapat bekerja sama dengan 
instansi pemerinah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, 
para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. 
Dalam melaksanakan tugas Badan Wakaf Indonesia harus 
memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama 
Indoneisa. Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang: 
                                                          
 46 Yayasan Karya Cipta Indonesia, http://kci-lmk.or.id/faq/, diakses tanggal 7 April 
2016 pukul 20.00. 
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a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan 
mengembangkan harta benda wakaf; 
b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf 
berskala nasional dan internasional; 
c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan 
peruntukan dan status harta benda wakaf; 
d. Memberhentikan dan mengganti nazhir; 
e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; 
f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah 
dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. 
 Menurut penulis, terkait penjelasan di atas, kedudukan harta wakaf 
berupa hak cipta yang telah diwakafkan dikelola oleh Badan Wakaf 
Indonesia yang mengelola harta benda tersebut untuk dimanfaatkan hak 
ekonominya. Pengelola wakaf dapat membeli untuk harta benda wakaf 
dan dibayarkan harganya dari penghasilan wakaf. Artinya bahwa 
pengelola dapat meminta imbalan atas usahanya mengelola wakaf dari 
hasil pengelolaan wakaf.  
Pasal 9 UU Hak Cipta menentukan bahwa setiap orang yang 
melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau 
pemegang hak cipta, orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak 
cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau pengunaan secara 
komersil ciptaan. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi 
untuk melakukan:  
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a. Penerbitan ciptaan; 
b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; 
c. Penerjemahan ciptaan; 
d. Pengadaplasian, pengaransemenan, pentransformasian 
ciptaan; 
e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya; 
f. Pertunjukan ciptaan; 
g. Pengumuman ciptaan; 
h. Komunikasi ciptaan; dan 
i. Penyewaan ciptaan. 
Pengalihan hak cipta melalui wakaf dapat memberikan 
kemanfaatan terhadap kesejahteraan umat. Pemanfaatan hak cipta yang 
diambil hanya sebatas hak ekonomi saja. Alasan tersebut karena hak 
moral dalam hak cipta tidak dapat dihilangkan atau dialihkan dari diri 
pencipta itu sendiri. 
Hak ekonomi terkait dengan pemanfaatan atau pengeksploitasian 
hasil ciptaanya yang sesuai norma hak cipta. Misalnya, seseorang yang 
mewakafkan ilmu pengetahuan yang telah dituangkannya dalam suatu 
tulisan di dalam buku. Ilmu pengetahuan tersebut berkedudukan sebagai 
amal wakaf dan hak cipta buku sebagai harta wakaf yang dapat 
dimanfaatkan oleh penerima harta benda wakaf. Pengelola wakaf baik 
perorangan maupun organisasi berhak menggandakan, mendistribusikan 
ataupun memodifikasi (merubah cover buku, kertas buku, maupun 
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merubah jenis huruf dan angka dalam buku tersebut) bahkan penerima 
wakaf dapat menjual maupun menghadiahkan buku tersebut kepada 
orang lain. Namun ilmu pengetahuan tersebut tetap bebas dimanfaatkan 
oleh publik atau masyarakat.47 
Berdasarkan penjelasan di atas, wakaf atas hak cipta merupakan 
salah satu bentuk sedekah yang dilaksanakan seorang pencipta atau 
pemegang hak cipta selaku wakif agar dapat diambil manfaatnya oleh 
penerima wakaf (mauquf alaih), pemanfaatan harta benda wakaf berupa 
hak cipta dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia. Ahli waris dari seorang 
pencipta atau pemegang hak cipta yang telah mewakafkan hak ciptanya 
tidak berhak mengambil manfaat hak cipta tersebut. Hak-hak yang dimiliki 
oleh pencipta yang berupa hak eksklusif, hak ekonomi dan hak moral, 
yang masih melekat pada diri pencipta hanyalah hak moral, yakni hak 
untuk diakui sebagai pencipta ciptaan.48 
Dengan demikian, kedudukan pemegang hak cipta terlepas dari 
hak milik pencipta atau pemegang hak cipta, sedangkan objek wakaf 
berupa hak cipta dikelola sebaik-baiknya seperti diperbanyak atau 
disebarkan kepada khalayak umum agar manfaatnya dapat dinikmati oleh 
penerima manfaat wakaf tersebut.  
 
                                                          
47 Pengalihan Harta Wakaf Hak Cipta dan Status Wakaf Hak Cipta dan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004. http://etheses.uin-
malang.ac.id/217/7/09220036%20Bab%203.pdf, diakses tanggal 29 Januari 2016 pukul 
21.30. 
 48 Lutfi Nizar. Wakaf Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-




B. Perspektif Hukum Islam terhadap Wakaf atas Hak Cipta. 
Al-Qur’an, yang menjadi dasar semua hukum Islam, dengan tegas 
menyatakan bahwa Allah SWT adalah pemilik segala sesuatu yang ada di 
dunia, sedangkan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Allah 
SWT menciptakan segala sesuatunya bukan untuk dirinya sendiri, namun 
diserahkan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Seluruh 
manusia secara kolektif diperbolehkan untuk memiliki, menikmati dan 
memindahtangankan kekayaan yang diakui dan dipelihara dalam Islam.49 
 Dalam hukum Islam dikenal beberapa titel transaksi untuk 
memperoleh atau peralihan hak milik, yaitu dari yang klasik sampai 
dengan cara-cara yang lazim dipraktikkan dewasa ini. Peralihan hak milik 
tersebut dapat melalui cara-cara berikut, antara lain:50 









                                                          
49 M. Sholahuddin, 2007, Asas-Asas  Ekonomi Islam, Raja Grafindo Persada, 





k. Ihyaul mawat 
 Dengan adanya perjanjian, seseorang dapat memperoleh hak, 
misalnya dengan melakukan perjanjian jual beli, sewa-menyewa, tukar 
menukar, dan sebagainya. Adapun objek perjanjian yang menyebabkan 
berpindahnya hak milik itu ialah harta-harta mutaqawwim yaitu harta milik 
yang dibolehkan mengambil manfaatnya, sehingga dengan akad itu 
berpindah pemilikan terhadap harta itu dari tangan seseorang ke tangan 
orang lain berdasarkan kerelaan keduanya.51 
Wakaf sebagai perbuatan hukum sudah lama melembaga dan 
dipraktikkan di Indonesia. Diperkirakan lembaga ini sudah ada sejak Islam 
masuk ke nusantara ini, kemudian berkembang seiring dan sejalan 
dengan perkembangan agama islam di Indonesia. 52 
Beberapa ayat dalam Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW 
mengenai wakaf adalah sebagai berikut:53 
1. Surah  Al-Hajj Ayat 77, artinya wahai orang-orang beriman, 
ruku dan sujudlah kamu dan sembahlah Tuhanmu serta 
berbuatlah kebaikan supaya kamu berbahagia. 
2. Surat An-Nahl Ayat 97, artinya barang siapa yang berbuat 
kebaikan, laki-laki atau perempuan dan ia beriman, niscaya 
                                                          
51 Ibid. 
52 Suhrawardi K. Lubis, Op.cit, hlm. 143. 
53 Elsi Kartika Sari, 2007, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, PT Grasindo, 
Jakarta, hlm. 56. 
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akan Aku beri pahala yang lebih bagus dari apa yang mereka 
amalkan. 
3. Surat Ali Imran Ayat 92, artinya kamu sekali-kali tidak sampai 
kepada kebaikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta 
yang kamu cintai. 
4. Surat Al Baqarah Ayat 267, artinya wahai orang-orang yang 
beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang 
Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu 
memilih yang buruk-buruk lalu nafkahkan dari padanya, 
padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan 
kamu akan memicingkan mata padaNya, dan ketahuilah Allah 
Maha Kaya lagi Maha Terpuji. 
5. Sunnah Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, sesungguhkan 
Rasulullah SAW bersabda, “Apabila anak Adam (manusia) 
meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara, 
yakni shadaqah jariyah yang mengalir terus menerus, ilmu yang 
bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya” 
(HR Muslim). 
6. Hadis Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya 
ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar ra untuk 
mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar, “Dari Ibnu Umar ra 
berkata bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di 
Kahaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk 
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memohon petunjuk. Umar berkata, “Ya Rasulullah, saya 
mendapatkan sebidang tanah di Kahibar, saya belum pernah 
mendapatkan harta sebaik itu maka apakah engkau 
perintahkan kepadaku?” Rasulullah menjawab, “Bila kamu 
suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu dan kamu sedekahkan 
(hasilnya)”. Kemudian, Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, 
tidak diwariskan, dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar, 
“Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum 
kerabat, budak berlian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak 
mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf 
itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik 
(sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk 
harta” (HR Muslim). 
Dalam konsepsi hukum Islam, pakar hukum Islam berbeda 
pendapat dalam memberi definisi wakaf secara istilah. Mereka 
mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam, sesuai dengan 
paham mazhab yang mereka ikuti, mereka juga berbeda persepsi di 
dalam menafsirkan tata cara pelaksanaan wakaf di tempat mereka 
berada. Al-Minawi yang bermazhab Syafi’i mengemukakan bahwa wakaf 
adalah menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya 
dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari 
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para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat, semata-mata 
karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT.54 
Adapun Al-Kabisi yang bermazhab Hanafi mengemukakan bahwa 
wakaf adalah menahan benda dalam kepemilikan wakif  dan 
menyedekahkan manfaatnya kepada orang-orang miskin dengan tetap 
menjaga keutuhan bendanya. Definisi terakhir yang dikemukakan Imam 
Abu Hanifah yang mengatakan bahwa wakaf itu menahan benda milik si 
wakif dan yang disedekahkannya adalah manfaatnya saja.55 
Imam Malik mengemukakan bahwa wakaf itu adalah menjadikan 
manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk 
diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan 
berjangka waktu sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau yang 
dikehendaki oleh orang yang mewakafkan. Pendapat Imam Malik ini 
wakaf tidak disyaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah bila berlaku 
untuk waktu tertentu saja, sesudah itu kembali kepada pemiliknya. 56 
Pendapat ini dinilai cukup relevan dengan kondisi hukum  positif di 
Indonesia saat ini yang mengenal hak guna bangunan, hak pakai dengan 
sistem kontrak. Jika pendapat Imam Malik ini yang diterapkan, maka 
wakaf akan mendapat perluasan makna dan perluasan kesempatan 
kepada para pihak yang tidak memiliki benda permanen yang ingin 
diwakafkan, tetapi memiliki benda yang berstatus temporer. Selain 
membuka lebih lebar kepada calon wakif, kekayaan wakaf akan semakin 
                                                          
54 Al-Minawi, 1990, At Tauqif ala Muhimat Ta’arif, Alamul Qutub, Cairo, hlm. 340. 




bertambah banyak dan memungkinkan bisa dikembangkan secara 
maksimal.57 Menurut Penulis, pendapat Imam Malik tersebut yang 
mendukung hak cipta sebagai objek dalam perwakafan karena harta 
benda berupa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang 
memiliki jangka waktu perlindungan untuk dinikmati hak ekonominya. 
Pendapat para fuqaha yang menyatakan bahwa barang yang 
diwakafkan harus bersifat kekal atau dapat bertahan lama. Konsekuensi 
yang logis dari konsep bahwa wakaf adalah sedekah jariah. Sebagai 
sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir sudah tentu barang yang 
diwakafkan bersifat kekal dan tahan lama. Namun, mayoritas ahli 
yurispudensi Islam justru menekankan pada aspek manfaatnya bukan 
sifat fisiknya.58  
Perwakafan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam terdapat 
dalam Buku III yang mengatur perwakafan pada umumnya. Harta benda 
milik yang diwakafkan tidak harus dalam bentuk benda tidak bergerak 
(benda tetap), misalnya tanah, namun benda pada umumnya dapat 
diwakafkan. Dalam perspektif hukum Islam, benda-benda selain tanah 
dapat saja diwakafkan, sepanjang benda tersebut bila digunakan atau 
saat diambil manfaatnya tidak seketika habis atau musnah.  
Fungsi wakaf ditentukan dalam Pasal 216 Kompilasi Hukum Islam 
ditentukan bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf 
sesuai tujuan wakaf. Dengan demikian, fungsi wakaf di sini bukan 
                                                          
 57Ibid.  
 58 Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2003, Pedoman 
Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf, Departemen Agama, Jakarta, hlm. 37. 
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mengekalkan objek wakaf, melainkan mengekalkan manfaat benda milik 
yang telah diwakafkan sesuai dengan peruntukan wakaf yang 
bersangkutan. 
 Terkait macam wakaf, Ahmad Azhar Basyir59 membagi wakaf 
menjadi dua macam, yaitu pertama wakaf ahli atau juga disebut wakaf 
keluarga ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang 
atau lebih, baik keluarga wakif. Kedua wakaf khairi yang sejalan dengan 
jiwa amalan wakaf dalam hukum islam yang pahalanya akan terus 
mengalir, meskipun orang yang memberikan wakaf telah meninggal dunia 
asalkan benda wakaf itu terus dapat diambil manfaatnya. Wakaf khairi ini 
adalah wakaf yang dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat luas dan 
merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan 
masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, 
maupun keagamaan. 
Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan 
syariah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali dalam 
undang-undang ini, namun terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang 
baru, antara lain sebagai berikut:60 
a. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna 
melindungi harta benda wakaf, undang-undang ini menegaskan 
bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan 
dalam ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang 
                                                          
59 Ahmad Azhar Basyir, 1977, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah, Al 
Ma’arif, Bandung, hlm. 12-15. 
60 Ibid., hlm. 160. 
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pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur 
dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-undang ini 
tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan 
pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat 
(ahli waris) dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk 
kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan 
fungsi wakaf. 
b. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum 
cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti 
tanah bangunan, menurut undang-undang ini wakif dapat pula 
mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf 
bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam 
mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, 
hak sewa, dan benda bergerak lainnya. Dalam hal benda 
bergerak berupa uang, wakif dapat mewakafkan melalui 
Lembaga Keuangan Syariah, yang dimaksud dengan Lembaga 
Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang 
dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, yang bergerak di bidang keuangan syariah misalnya 
badan hukum di bidang perbankan syariah. 
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c. Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui 
Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan agar memudahkan 
wakif mewakafkan uang miliknya. 
d. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk 
kepentingan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga diarahkan 
untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara 
mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi dalam arti luas 
sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip 
manajemen dan ekonomi syariah. Untuk mengamankan harta 
benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan 
kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan 
profesional nazhir. 
e. Undang-undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf 
Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai 
dengan kebutuhan. Badan ini merupakan lembaga independen 
yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang 
melakukan pembinaan terhadap nazhir, melakukan 
pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala 
nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas 
perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, dan 
memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah 
dalam menyusun kebijakan di bidang perwakafan. 
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Lahirnya UU Wakaf ini merupakan inheren dengan penataan sistem 
hukum nasional yang berlaku saat ini. Diharapkan dengan lahirnya UU 
Wakaf, pengembangan wakaf pada masa yang akan datang akan 
memperoleh dasar hukum yang kuat, terutama adanya kepastian hukum 
kepada nazhir, wakif dan peruntukan wakaf.61 
Dalam rukun wakaf, harta wakaf disyaratkan merupakan harta milik 
wakif. Berdasarkan hukum Islam yang dimaksud dengan milik atau hak itu 
secara etimologis adalah memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara 
bebas terhadapnya (T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1984: 8). Adapun dari segi 
istilah yang dimaksud dengan hak milik atau hak adalah suatu 
kekhususan terhadap sesuatu yang memberi kemungkinan kepada 
pemangkunya menurut hukum Syara’ untuk secara bebas bertindak 
hukum terhadap sesuatu dimaksud serta mengambil manfaatnya 
sepanjang tidak terdapat penghalang dari Syari’i (Zahri Hamid, 1985: 
14).62 
 Seseorang yang telah mendapat sesuatu secara khusus maka 
kepadanya diberikan suatu kebebasan untuk bertindak hukum 
mengasingkan sesuatu yang khusus tersebut. Itulah yang dinamakan 
dengan milik atau hak. Walaupun demikian harus diingat bahwa tidak 
semua sesuatu yang khusus tersebut (barang atau benda) dapat dikuasai 
secara pribadi sebagai miliknya. Ada barang-barang tertentu yang 
dilarang untuk dimiliki secara pribadi, barang tersebut harus diserahkan 
                                                          
61 Suhrawardi K. Lubis, Loc.cit, hlm. 157. 
62 Rachmadi Usman, Op.cit, hlm. 24. 
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atau dikelola oleh negara. Hal ini terdapat dalam sebuah hadis Nabi 
Muhammad SAW yang menerangkan bahwa “Manusia itu bersama-sama 
memiliki tiga macam barang yaitu air, rumput (tanah), dan api.”63 
 Dalam memahami hak cipta sebagai hak milik, dapat dilihat dalam 
Pasal 16 Ayat (1) UU Hak Cipta yang ditentukan bahwa hak cipta 
merupakan benda bergerak tidak berwujud. Hak cipta merupakan hak 
kekayaan imaterial dan merupakan hak kebendaan, salah satu sifat atau 
asas yang melekat pada hak kebendaan adalah, asas droit de suite, asas 
hak mengikuti bendanya. Hak untuk menuntut akan mengikuti benda 
tersebut secara terus-menerus di tangan siapapun benda itu berada. 
Perlindungan hak cipta sebagai hak kebendaan mengingatkan kepada 
hak milik. Hak milik menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan 
bebas dan boleh melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap 
miliknya. Objek hak milik itu dapat berupa hak cipta, hal ini membuktikan 
hak cipta dapat dimiliki, dapat menjadi objek pemilikan atau hak milik dan 
oleh karenanya terhadap hak cipta itu berlaku syarat-syarat pemilikan, 
baik mengenai cara penggunaannya maupun cara peralihan haknya.64 
 Terkait jangka waktu hak cipta, mazhab Maliki memperbolehkan 
wakaf untuk jangka waktu tertentu. Wakaf hak cipta dengan sendirinya 
termasuk wakaf muaqqat (jangka waktu terbatas), sebab jangka waktu 
                                                          
63 Ibid., hlm. 24. 
64 O.K Saidin, 2013, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual 
Property Rights), Rajawali Pers Cet. 8, Jakarta, hlm. 160.  
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hak cipta dibatasi oleh undang-undang.65 Jangka waktu hak cipta yang 
berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh 
puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia berupa: 
a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; 
b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; 
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 
pengetahuan; 
d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 
e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan 
pantomim; 
f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, 
ukiran, kaligrali, seni pahat, patung, atau kolase; 
g. Karya arsitektur, peta, dan karya seni batik atau seni motif lain. 
Hak cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 
25 (dua puluh lima) tahun. Sedangkan, jangka waktu hak cipta yang 
berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan 
pengumuman berupa:  
a. Karya fotografi; 
b. Potret; 
c. Karya sinematografi; 
d. Permainan video; 
e. Program komputer; 
                                                          
 65 Lutfi Nizar. Op.cit. 
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f. Perwajahan karya tulis; 
g. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, 
adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil 
transformasi;  
h. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi 
ekspresi budaya tradisional; 
i. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat 
dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan 
j. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi 
tersebut merupakan karya yang asli,  
Hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual dalam 
hukum Islam dapat ditemui dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 
1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak atas Kekayaan 
Intelektual (HKI) yang menentukan sebagai berikut: 
1. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq 
maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum 
(mashun) sebagaimana mal (kekayaan). 
2. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana 
dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan 
dengan hukum Islam. 
3. HKI dapat dijadikan objek akad (al-ma’qud ‘alaih), baik akad 
mu’awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru’at 
(nonkomersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan. 
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4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun 
tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, 
memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, 
menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, 
menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara 
tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram. 
Dalam melaksanakan wakaf atas hak cipta, agar wakaf dapat 
berjalan sebagaimana yang diharapkan, diperlukan Badan Wakaf 
Indonesia untuk mengelolanya. Pengelola wakaf adalah orang yang 
memegang amanah untuk memelihara dan menyelenggarakan harta 
wakaf sesuai dengan tujuan wakaf sebagaimana yang dikehendakinya. 
Oleh karena itu, para fuqaha memberlakukan syarat bagi pengelola harus 
mampu menyelenggarakan urusan-urusan harta wakaf.  
Sebagai contoh wakaf atas hak cipta adalah mewakafkan haknya 
sebagai penulis buku. Naskah yang ditulisnya berarti telah diwakafkan 
oleh penulis untuk siapapun yang ingin memanfaatkan buku itu sekalipun 
untuk penerbitan dan mendistribusikannya. Sedekah yang diberikan atas 
namanya, merupakan sedekah dari hasil hak penulis. Nilai hak penerbitan 
yang diwakafkan oleh penulis bisa dihitung berdasarkan perhitungan 
berapa kali cetakan. Dengan ini, penerbitan dapat mengambil keuntungan 
dari penerbitan buku yang telah diwakafkan hak penerbitannya oleh 
penulis dengan harus mengeluarkan bagian penulis dalam bentuk 
sedekah di jalan kebaikan, kalau ada keuntungan seperti yang ditentukan 
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oleh penulis. Selama buku itu diterbitkan jelas bahwa wakaf hak sebagai 
penulis buku itu adalah wakaf yang bersifat abadi.66 
Dengan demikian, hak cipta sebagai objek wakaf telah mendapat 
dukungan secara filosofis (sebab didukung oleh agama), secara yuridis 
(sebab diakui dan diatur dalam peraturan perundang-undangan) dan 
secara sosiologis. Sebagai contoh nyata, Hanafi (alm) salah seorang 
dosen fakultas syariah IAIN Sunan Gunung Djati, telah mewakafkan salah 
satu hak cipta bukunya kepada HMI Korkom IAIN SGD (sekarang HMI 
Cabang Kabupaten Bandung). Selain itu, Nasuka seorang purnawirawan, 
telah mewakafkan hak cipta bukunya tentang teori sistem yang diterbitkan 
oleh Prenada Media Jakarta kepada program pascasarjana UIN Sunan 
Gunung Djati Bandung.67 
  
  
                                                          
 66 Mundzir Qahaf, 2005, Al-Waqf al-Islami: Tathawwaruhu, Idaaratuhu wa 
Tanmiyyatuhu, Diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, Manajemen Wakaf Produktif, 
Khalifah, Jakarta, hlm. 188-189. 






 Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana telah diuraikan di 
atas, penulis menyimpulkan bahwa:  
1. Kedudukan wakaf merupakan sedekah jariyah yang pahalanya 
berlaku secara terus-menerus. Harta wakaf berupa hak cipta 
terlepas dari harta milik pencipta atau pemegang hak cipta (wakif), 
dan tidak pula pindah menjadi milik orang-orang atau badan-badan 
sejak wakaf diikrarkan, hak cipta tersebut menjadi amanat Allah 
SWT kepada orang atau badan hukum untuk mengurus dan 
mengelolanya yang bertugas mengelola dan mengembangkan 
harta benda wakaf, kemanfaatannya hanya berupa hak ekonomi 
dan dinikmati oleh penerima manfaat wakaf. 
2. Wakaf menguntungkan pencipta atau pemegang hak cipta (wakif) 
karena merupakan kegiatan ibadah bagi pihak yang tidak memiliki 
benda berwujud untuk diwakafkan, juga menguntungkan pihak 
pengelola yang memperoleh keuntungan ekonomis berupa imbalan 
pengelolaan harta benda wakaf. Hak cipta sebagai harta benda 
wakaf dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam Buku III dan 
pendapat ulama fikih sesuai dengan mazhab Maliki yaitu harta 
benda wakaf tidak harus benda berwujud, boleh berjangka waktu 
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dan tidak harus dalam bentuk benda tidak bergerak (benda tetap). 
Hak cipta bagian dari hak kekayaan intelektual berdasarkan fatwa 
majelis ulama Indonesia adalah huquq maliyyah (hak kekayaan) 
yang mendapat perlindungan hukum (mashun), sebagaimana mal 
(kekayaan) dan dapat dijadikan objek akad (al-ma’qud ‘alaih), serta 
dapat diwakafkan dan diwariskan. Dengan demikian, hak cipta 
merupakan harta benda wakaf sah yang manfaat ekonominya 
diambil dan dinikmati oleh pihak yang ditunjuk (mauquf alaih) wakif 
dalam akta ikrar wakaf. 
 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat direkomendasikan oleh penulis adalah 
sebagai berikut: 
1. Perluasan objek wakaf berupa hak cipta perlu disambut positif oleh 
seluruh umat Islam karena peruntukannya untuk pemberdayaan 
umat. Maka dari itu, sebaiknya perluasan ini diimbangi dengan 
peningkatan kemampuan pengelola berupa pembinaan profesional 
selaku pengelola manfaat harta benda wakaf berupa hak cipta agar 
setiap harta benda wakaf yang diwakafkan menjadi produktif 




2. Terkait beberapa peraturan yang telah ada tentang perwakafan 
tanah milik dan keputusan fatwa majelis ulama Indonesia tentang 
wakaf uang. Alangkah baiknya apabila terdapat peraturan yang 
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